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Memasuki Abad XXI

Edy Suandi Hamid

1. Llberalisasl Ekonomi

alah satu hasil dari pertemuanSpemlmpin ekonomi APEC dalam
forum APEC Economic Leaders

Meeting (AELM) yang ke-4 dl
Manila tanggal 25 November

1996 yang lalu adalah menyangkut
kesepakatan untuk memulai liberallsasl
perdagangan dan Investasl dl kawasan
Asia Pasifik. Keputusan Ini sebenarnya
bukan sesuatu yang sangat mengejutkan
mengingat visi dan rencana aksl ke arah
Itu memang sudah dikemukakan sejak
AELMke-2 dl Bogor (1994) dan AELM ke-
3 dl Osaka-Jepang (1995). Di samping itu,
makna liberalisasi yang dikemukakan
tersebutjugatidak dalam artian liberalisasi
yang menyeluruh, melainkan dalam
konteks permulaan untuk mewujudkan
suatu liberalisasi yang lebih luas dan lebih
menyeluruh, sehingga pada tahun 2010
bagi negara-negara maju, dan 2020 bagi
negara-negara berkembang, tidak ada lagi
hambatan yang berari dalam perdagangan
dan Investaslnya. Dengan demikian, pada
tahun-tahun tersebut hubungan ekonomi
antarnegara menjadi lebih bebas, dan tidak
terlalu dibatasi oleh ketentuan-ketentuan
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spesifik atau diskrimlnatif untuk terjadlnya
hubungan ekonomi antar-negara ataupun
antarwarga negara.

Dilihat dari sisi perdagangan, maka
Indonesia sebenarnya juga sudah banyak
meliberalkan komoditi tertentu untuk ke

luar-atau masuk Indonesia dengan tanpa
dikenakan tarif ekspor maupun bea masuk,
dan tanpa dikenai hambatan berupa
bukan-tarif (non-tariff barriers) seperti
larangan impor, kuota Impor, tata niaga
dan sebagainya. Atau, untuk komoditi yang
dlimpor, kalaupun dikenakan bea masuk,
tarlfnya sangat rendah, yakni lebih kecll
dari lima persen. Setelah deregulasi
tanggal 4 Juni 1996, dari 7.288 pos tarif
Impor yang ada, sebanyak 3.465 pos tarif
atau 47,54, tingkat bea masuknya hanya
berkisar 0-5%. Sementara untuk tarif yang
kategorlnya tinggi, yakni 25-35% dan
minimal 40% maslng-masing maslh
melingkupi 1.472 (20,2%) dan 95 (1,30%)
pos tarif yang ada. Namun demikian,
walaupun sudah banyak komoditi yang
diliberalkan perdagangannya, namun di
antara negara-negara anggota APEC,
tingkat tarif nominal rata-rata yang
ditetapkan Indonesia memang maslh relatif
tinggi (label 1).
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Tabel 1: Tarif Rata^rata Sederhana Anggota
APEC1988-1996 (%)

Anggola AiftasiTai Berdasaritan Rata^ataSedohana
f9S8a 1993b 1996

AusOcia' 15,60 7.00 5,00
BAOia 3.90 3,90 1,96
Kanada' 3,70 2,40 i,60e
Cie 19,90 11,00 11,00
Cha 39,90 37,50 23,00
Hoigkaig 0,00 0,00 0,00
[ndmesia 16,10 17,00 13,14
Jepang* 4,30 3,40 4,00
Koea Selatan 1920 11,60 7,90
Matayu 13,60 12,80 9,00

10,50 12,60 9,80
SelandiaBaru 14,90 6,50 5,70
Papua 23,00
Rlpna 2720 23,50 1527
Shgapva 0,30 0,40 0,00d
Taiwan 1227 6,69 6.64
Thailand 3120 37,60 1720e
AS- 420 4,20 3,40

Keterangan:
a). 1984 • 1987 untuk negara berkembang
b). 1991 -1993 untuk negara berkembang
c). didasarkan pada tahun 1995
d). kalkulasinya tak mengikutkan tarif tertentu untuk sektor
pertantan
e}. rata-rata tarif tahun 1997
*)data berdasarkan rata-rata tertimbang

Sumber : Brunei. Kanada dan Cile tahun 1993, Filipina
1984-1987, Taiwan 1991 • 1993. Lannyadiambildaribahan
PECC (Pacific Economic Cooperation Council), 1995, Sur
vey of Impediments to Trade 2ind Investment in the APEC
Region, data didasarkan pada UNCTAD. Data tahun 1996
diambil dari agenda aksi individu yang dibawa ke Manila
(Kompas, 26 Nopember 1996).

Pada tabel di atas tergambar bahwa
tingkat tarif rata-rata Indonesia saat in!
mencapai 13,14% atau peringkat ke-empat
tertinggi dari 18 anggota APEC, di bawah
Cina, Papua Nugini dan Thailand. Namun
demikian sebenarnya tarif efektif yang
ditetapkan Indonesia tersebut, jika dilihat
dari Effective Rate of Protection, jauh dari
angka di atas. Ini mengingat Indonesia
masih menerapkan beberapa hambatan
non-tarif yang rnembuat sulitnya arus
barang dari negara lain masuk ke Indone
sia. Lebih dari itu, untuk sebagian komoditi
yang tarifnta relatif tinggi, ternyata
merupakan komoditi yang potensi nilai
perdagangan internasionalnya tinggi,
seperti yang tercermin pada produk
otomotif atau sebagian komoditi pertanian.
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Tingginya tingkat proteksi, baik
melalui tarifdan bukan tarif,yang dilakukan
Indonesia memang tidak terlepas dari
sejarah ekonomi kita yang sejak zaman
kolonlal sudah melakukan proteksi untuk
melindungi pasar dan produsen dalam
negeri. Dengan sikap Indonesia yang telah
menyetujui untuk mengintegrasikan
ekonominya melalui AFTA (ASEAN Free
Trade Area), APEC dan WTO (World Trade
Organisation), maka berbagai bentuk
proteksi tersebut harus dihllangkan.
Misalnya saja, dalam kaitannya dengan
AFTA, Indonesia sudah harus meliberalkan
perdagangan 15 kelompok komodltinya
pada tahun 2003. Sementara Itu,
liberalisasi yang lebih luas di Asia Pasifik
juga sudah harus dilaksanakan pada tahun
2020. Dalam konteks APEC dan WTO,
liberalisasi tidak hanya sebatas
perdagangangan barang saja, melainkan
juga meliputi perdagangan jasa, investasi
dan sebagainya. Jadi banyak penyesuaian
kebijakan yang harus dilakukan Indonesia
dalam memasuki abad XXI ini.

2. KInerja Ekonomi Indonesia
Dengan melihat kinerja ekonomi In

donesia belakangan ini, maka muncul
pertanyaan tentang sejauh mana kesiapan
Indonesia untuk masuk dalam era
liberalisasi tersebut. Baik dibandingkan
dengan anggota AFTA maupun anggota
APEC, kondisi ekonomi Indonesia di
ASEAN memang maslh relatif tertinggal.
Dengan menggunakan indikator
pendapalan per kapita, maka tingkat
pendapatan per kapita Indonesia termasuk
yang berada di lapisan bawah, dan hanya
sedikit lebih tinggi dibanding Filipina, di
samping Vietnam. Begitu pula tingkat
industrialisaslnya masih jauh ketinggalan
dibandingkan Malaysia, Singapura, dan
Thailand. Sementara itu, persaingan di
APEC jauh lebih ketat lagi. Jika dalam
AFTA,tidak ada negara maju di dalamnya,
maka di APEC terdapat dua negara yang
"sudah sangat maju" (Amerika Serikat dan
Jepang), serta negara "maju" (Kanada,
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Australia, Selandla Baru dan Hongkong),
di samping tiga "negara tndustri baru/NICs"
(Korea Seiatan, Singapura dan Taiwan).
Sementara di antara negara-negara
berkembang di APEC, juga ada negara
yang saat ini secara raltif ekonomi lebih
tangguh dibanding Indonesia, yakni Ma
laysia, Thailand, Meksiko, maupun Chile.

Adanya sejarah proteksi yang
panjang dalam ekonomi nasional Indone
sia merupakan salah satu faktor utama
yang menyebabkan lemahnya dayasaing
tersebut. Untuk meningkatkan dayasaing
initampaknya bukan suatu persoalan yang
gampang. Budaya proteksi yang cukup
mengakar dalam ekonomi nasional,
menuntut waktu yang relatiff panjang untuk
menghilangkannya. Yang lebih
menyulitkan lagi adalah pada saat Indo
nesia berupaya keras meningkatkan
dayasaing ini, melalui berbagai deregulasi
yang diadakan, negara lain pun melakukan
ha! yang tidak kalah seriusnya. Dengan
kondisi itu, tidak mengherankan kalau
dayasaing Indonesia ini sulit beranjak,
bahkan mengalami kemerosotan. Data dari
Worid Competitiveness Report (1996)
menunjukkan bahwa peringkat daya saing
Indonesia dibandingkan negara Asia
lainnya, menurun dari peringkat ke 33 pada
tahun 1995 menjadi peringkat ke-41 dari
46 negara (Tabel 2).

Tabel 2: Peringkat Daya Saing Negara-negara Asia

Negara Perin^t Keiuialan Kemarrpuan Sunberdaya
keselumhan ekononi menentus pasar manusla

domeslik Intemasional
m 1996 1995 1996 1995 1996 1995 1996

Siig^ 2 2 2 3 1 1 1 8

Hor^ 3 3 3 8 3 4 19 22

Jepang 4 4 4 5 9 14 6 4

Tnan 11 18 7 11 14 26 16 16

Uala^ 21 23 5 7 21 16 25 34

Knd 24 27 6 4 34 43 21 21

Ihafai] 26 30 9 12 22 33 26 40

hbne« 33 41 27 25 32 37 44 45

34 26 12 2 27 23 40 35
Hpha 35 31 33 29 29 31 40 35

39 38 28 32 40 41 47 44

Siiiiba:WaUCanpdd^eness Repot, 1996
JurUi negerayangisiivei 46negara.
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Kalau pada tahun 1995, peringkat
dayasaing-Indonesia - yang diukur dari
225 kriteria - masih di atas Filipina, India
dan China, maka tahun 1996 ketlga negara
tersebut sudah lebih tinggi dayasaingnya
dibanding Indonesia.

Tabel di atas juga menggambarkan
bagaimana posisi sumberdaya manusia
Indonesia dari 46 negara yang disurvei
oleh WCR. Dilihat dari indikator SDM
tersebut, Indonesia menempati peringkat
ke 45, yang mencerminkan rendahnya
kualitas SDM kita. Walaupun hasil survei
WCR ini masih bisa dipertanyakan, namun
dengan rendahnya tingka dayasaing Indo
nesia versi WCR tersebut paling tidak
mengingatkan bahwa ada persoalan yang
sangat besar bagi ekonomi Indonesia
menghadapi era llberalisasi ekonomi yang
secara lebih cepat akan dimasuki mulai
abad ke-21 yang tinggal tiga tahun lagi.
Tabel 2 tersebut mengisyaratkan besamya
problematik Indonesia untuk bersaing
dengan negara-negara yang secara teoritik
kin! sudah di atas Indonesia, terutama

negara-negara industri dan negara industrl
baru, yang sejarah persaingan atau
llberalisasi ekonominya memang sudah
jauh lebih dulu dimulai dibandingkan Indo
nesia.

Melihat kenyataan yang demikian,
maka mau atau tidak mau, Indonesia perlu
melakukan akselerasi di berbagai bidang
dan kebijakannya, supaya dapat secara
lebih cepat meningkatkan dayasaing
tersebut. Upaya tersebut sudah harus
dilakukan dalam jangka pendek ini
mengingat era llberalisasi ekonomi sudah
semakin dekat. Berbagai deregulasi,
melalui upaya pengurangan dan
penghapusan proteksi, debirokratisasi,
penetapan kebijakan yang non-
diskriminatif, yang dimaksudkan untuk
menghilangkan ekonomi biaya tinggi (high
cost economy) atau mengurangi inefisiensi,
sudah mendesak untuk diwujudkan.
Berbagai pertimbangan non-ekonomi,
ataupun yang terkalt dengan vested in-
feresf terientu, sudah tidak sewajarnya lagi
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untuk dimasukkan sebagai variabel dalam
penetapan kebijakan ekonomi nasional.
Dengan kata lain,kebijakan-kebijakan yang
ada benar-benar di arahkan pada
perbaikan kinerja ekonomi dalam
menyongsong llberalisasi ekonomi di masa
yang akan datang.

Sejauh ini masih sering terlihat
adanya kebijakan-kebijakan ekonomi yang
bias pada kepentingan pelaku ekonomi
tertentu, dan tidak sejalan dengan
kepentingan ekonomi nasional.
Teralokaslnya proyek-proyek besar
pemerintah pada pengusaha tertentu yang
tidak melalui fair tender, bisnis pihak-pihak
tertentu yang dekat dengan pengambil
keputusan sehingga memperoleh
keistimewaan, menjpakan sinyalemen
yang menjadi rahasia umum di tanah air.
Jika praktek demikian benar-benar terjadi,
maka dapat diduga bahwa dampaknya
sangat merugikan bagi kepentingan
ekonomi secara makro. Keputusan atau
kebijakan yang bias tersebut, atau tidak
melalui mekanisme pasar yang benar,
akan cenderung menimbulkan
ketidakefislenan. Suatu unit usaha,
misalnya, yang mendapatfasilitas proteksi,
bila ini berkepanjangan, akan berdampak
pada lemahnya daya saing unit usaha
tersebut. Padahal dalam jangka panjang,
fasilitas tersebut nantlnya tidak akan bisa
diperoleh lagi. Dengan demikian pada
waktu proteksi harus dioabut, dan unit
usaha yang diproteksibelum siap bersaing,
maka unit usaha tersebut akan terancam
bangkrut. Namun memang bagi unitusaha
tersebut tidak terlau dirugikan, karena
keuntungan pada masa menikmati proteksi
sudah sangat besar. Tetapl akibatnya bagi
ekonomi nasional akan sangat merugikan.
Sebab pada saat proteksi dicabut, bisa
jadi pengusaha nasional lain belum ada
yang siap, karena sebelumnya memang
tidak mempunyai peluang untuk
berkembang. Akibatnya, yang akan
menggantikannya adalah unit usaha dari
negara lain, yang pada era AFTA ataupun
APEC nantinya sudah bisa lebih ieluasa
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memasuki pasar Indonesia.
Dilihat dari aspek pertumbuhan

ekonominya, sejak tiga dasawarsa terakhir
ini sebenamya pertumbuhan ekonomi In
donesia cukup meyakinkan. Bahkan oleh
Bank Dunia. Indonesia termasuk satu dari
sedikit negara diAsiaTimuryang dianggap
sebagai "ajaib"pertumbuhan ekonominya.
Sebagai gambaran, misalnya, dalam tiga
tahun terakhir ini perekonomian Indone
sia, dilihat dari laju PDB riiinya, tumbuh
dengan 7,5% - 8,1% per tahun. Angka ini
lebih tinggi dibandingkan kebanyakan
negara lainnya. Sementara pengendalian
harga, juga relatifberhasil, walaupun masih
pada tingkat yang moderat dan belum pada
levei inflasiyang rendah (lihat label 3).

Untuk dapat mempertahankan
pertumbuhan ekonomi yang tinggitersebut,
menuntut adanya suatu investasi yang
besar puia. Namun investasi yang besar
saja juga tidak akan banyak manfaatnya
kalau pasar dari produk yang dihasilkan
oieh investasi itu terbatas. Karenanya
untuk dapat mempertahankan pertum
buhan ekonomi ini, diperlukan ikiim yang
lebih kondusif bagi para pemilik dana, baik
domestik (PMDN) maupun asing (PMA).
Untuk menarik PMA, saat ini bukan
pekeqaan yang gampang. Berbagai negara
berupaya menarik modal asing ke
negerinya dengan memberikan insentif-
insentif menarik, dan birokrasi yang
sederhana. Data dari Bank Dunia (1996)
menunjukkan bahwa pada tahun 1994, In
donesia hanya mampu memperoleh 2,63%
saja dari total investasi asing yang masuk
ke negara berkembang. Sementara Cina
menyerap 42,17%, dan negara tetangga
kita Malaysia memperoleh 5,43%.
Kompetisi untuk menarik PMA ini akan
lebih gencar lagi pada tahun-tahun yang
akan datang, sejalan dengan era
llberalisasi tersebut. Orang tidak harus
membuat industri di Indonesia, walaupun
target pasar terbesarnya adalah Indone
sia. Faktor fasilitas, birokrasi, SDM, dan
sebagainya akan menjadi pertimbangan
pula bagi investor asing (atau bahkan juga
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Tabel 3: Pertumbuhan PDB Riil dan Inflaai

di Negara Berkembang 1994'1996

PDB INFLASI

1994 1995 1996 1994 1995 1996

Negara Bsrkembar^g 6.4 5.9 6.3 46.0 19.9 12.6
Medan 3.6 4.1 4.5 11.3 6.9 6.0
Afrika 2.4 3.2 5.3 33,6 25,6 13.7
Marako 11,5 -6.0 9.1 5.1 6.6 5.0
Tunisia 3.4 3.5 6.7 4.7 6.2 5.0
Uganda 10.0 6.5 6.0 6.1 5.0 6.0
Asian 6.6 6.4 6.2 13.5 10.9 6.4
China 11.6 10.2 10,0 21.7 14.8 10.0
Hongkong 5.4 5.0 5.0 8.1 9.0 7.5

Indonesia 7.5 •6.1 7.6 6.5 9.4 9.1

Korea 6.4 9.0 7.5 6.5 9.4 9.1
Medaysia 9.2 9.6 9.0 3.7 3.4 4.2
Ripina 4.4 4.6 6.1 9.1 8.1 6.0
Singapura 10.1 6.9 7.5 3.1 1.7 1.7
T^an 6.4 6.4 6.2 4.1 3.7 3.7
Thailand 8.9 9.5 9.5 14.5 13.1 9.0 .
Vietr^am 6.9 9.5 9.5 14.5 13.1 9.0

Timur Tengah dan Eropa 0.7 3.7 3.1 32.0 33.1 23.6

Israel 6.5 6.9 5.7 12.3 10.0 9.0
Yordania 5.9 6.4 6.5 3.5 3.0 3.5
Belahan Barat 4.7 0,9 3.1 223.7 37,9 19.0
Chili 4.2 6.5 6.5 1.4 8.2 7.4
Republik Dominika 4.3 4.6 5.0 6.3 12,5 7.1

Sumber: IMF,World Economic Outlok. Washington DC, Mei 1996

domestik) untuk melakukan investasi di
Indonesia.

3. Masalah Sumberdaya Manusia

Jika dilihat secara teorltik, maka
adanya suatu llberalisasi ekonomi dapat
menguntungkan bagi semua negara yang
terlibat di dalamnya. Llberalisasi ekonomi
mengandung makna menurunnya berbagai
bentuk proteksi yang ada dalam hubungan
ekonomi antarnegara, atau dalam suatu
negara. Menurunnya proteksi akan
meningkatkan terjadinya kompetisi antar-
pelaku ekonomi yang ada. Sebagai akibat
dari kompetisi atau persaingan tersebut,
para pelaku ekonomi akan mencari poia-
poia produksi yang paling efisien dengan
maksud agar produk (barang/jasa) yang
dihasilkan bisa diterima konsumen. Pola-
pola produksi yang selanjutnya terjadi
adalah didasarkan pada alokasi
sumberdaya yang terbalk atau paling
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efisien. Jika ini terjadi. maka output pun
(balk di tingkat domestik ataupun dunia)
akan bertambah, yang berarti bertambah
pula kemakmuran masyarakat suatu
negara atau dunia.

Bagi negara-negara seperti Indone
sia, yang tingkat keterbukaan ekonominya
sangat tinggi (dilihat dari rasio
perdagangan internasional terhadap PDB),
maka adanya llberalisasi ekonomi akan
memberi peluang lebih besar untuk
memasuki pasar internasional tanpa
khawatir dihambat oleh berbagai proteksi.
Arus modal ke Indonesia juga diharapkan
bisa meningkat lebih besar guna mengatasi
kekurangan kapital yang dihadapi oleh
ekonomi Indonesia sejak dulu sampai
sekarang. Masuknya' kapital atau modal
asing lebih banyak tersebut dimungkinkan
karena pemilik modal yang melakukan
investasi di Indonesia, tidak lagi khawatir
akan keterbatasan pasar. Walaupun
Industri atau pabrik yang dibangunnya
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berada di Indonesia, mereka dapat menjual
hasllnya ke negara lain tanpa hambatan
berartl. JadI, dengan liberalisasi ekonomi
skala ekonomi dari investasi yang besar
tidak lag! menjpakan problematik sebagai
akibat iuashya pasar. Sebagai misal,
adanya AFTAtelah membuat pabrik mobil
Honda mau membangun industri di Thai
land. Sebelumnya hal tersebut tidak terjadi,
karena untuk dapat efisien industri mobil
di suatu negara harus mampu
memasarkan ratusan ribu unit setlap
tahunnya, dan ini sulit terjadi jika pasarnya
hanya dalam satu negara.

Namun demikian berbagai manfaat
yang mungkin dlperoleh tersebut dapat
mewujud jika antisipasi dilakukan oleh In
donesia, balk dengan berbagai kebijakan
yang kondusif untuk mendukung
peningkatan efislensi Ini, maupun melalui
peningkatan kualitas SDM yang saat ini
masih sangat tertinggal. Kebijakan yang
diambil juga perlu konsisten, dan tidak
paradoksal dengan kecenderungan
ekonomi dunia yang semakin mengarah
pada persaingan bebas tersebut.
Kebijakan. mobil nasional, mlsalnya,
merupakan kasus yang memberikan kesan
sangat paradoks dengan semangat
liberalisasi ekonomi, yang menolak adanya
suatu diksriminasi.

Dalam konteks persoalan SDM di
Indonesia, memang sangat kompleks.
Padahal SDM ini sangat menentukan
keberhasllan dalam era globalisasi atau
liberalisasi tersebut. Masalahnya tidak
saja pada jumlah yang besar dengan
tingkat pertumbuhan relatlf tinggi,
melainkan juga berkaitan dengan tingkat
pendidikan dan kualitas yang rendah,
sehingga kemampuan berproduksinya
(produktivKasnya) juga sangat rendah.
Saat ini sekltar 70% dari angkatan
kerja Indonesia hanya berpendldlkan
Sekolah Dasar atau leblh rendah.
Sebagai gambaran tentang problematik
SDM Indonesia ini dapat dlllhat pada
Tabel 4
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Tabal 4: Potensi dan Problem Angkatan Kerja
Indonesia

1993 1994 2000 2010

Anglotan keija (juta orang) 7025 83,70 97,36 125,71
Kesempatan Kerja (juta orang) 69.39 72,54 89,36 117.14

Pengangguran
1. Penganggur <1jam

Absolut (juta orang) 220 3,65 1,30 1.63
(persen) 2,78 4,37 1,33 1,30

2. Penganggur<1Sjam
Absolut (juta orang] 9.86 11,15 8,02 8,57
(persen) 11,81 13,33 824 6,82

3. Penganggur<35jam
Absolut (juta orang] 32,7 33,35 30,84 37,02
(persen) 4126 39,85 31,67 29,45

Catatan: •

Tahun 1993dan1994 datadaiiSakemas1993,1994
Tahun 2000 dan 2010 tnetupakan angka perkiraan Oepnaker
Sutnbor:Pusat[nfomia» Korr^ias

Satu masalah ketenagakerjaan yang
sudah lama muncul dalam ekonomi indo:
nesia adalah beikaitan dengan problematik
pengangguran. Dengan berbagai deflnisi,
kita mellhat bahwa tingkat pengangguran
tersebut sudah sangat tinggi. Jika
pengertian "menganggur" adalah mereka
yang bekerja kurang dari satu jam per
minggu, maka tingkat pengangguran dl In
donesia hanya 2,78% (1994), dan
diproyeksikan tinggal 1,3% pada tahun
2010. Namun tentu sangat tidak realistik
untuk menggunakan deflnisi Ini untuk
menunjukkan jumlah pengangguran
sebenarnya dl tanah air. Karena adalah
sangat muskil untuk kebanyakan orang
dapat menghidupi diri dan anggota
keluarganya jika hanya bekerja satu jam
per minggu.

Namun dengan menggunakan
batasan untuk bisa dimasukkan bekerja
adalah 35 jam per minggu, sebagalmana
banyak digunakan negara maju, maka
tampak bahwa tingkat penganggur (atau
mungklnlebihtetapsetengah menganggur)
secara absolut semakin menlngkat, namun
secara proporslonal semakin menurun.
Pada tahun 2000 nanti, menurut deflnisi ini
ada 30,84 juta penganggur di Indonesia
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dan meningkat menjadi 37,02 juta tahun
2010. Proyeksi meningkatnya secara
absolut jumlah penganggur ini dapat
difahami. Bahkan bisa jadi angkanya akan
lebih besar lagi. Ini menglngat dalam era
liberalisasi nanti bukan saja barang yang
bisa bebas berlalu-lalang, melainkan juga
jasa, yang di dalamnya termasuk
sumberdaya manusta. Apabilatenagakerja
kitayangkualitasnyareiatifrendah.bersaing
dengan tenaga kerja asing yang
menawarka.n diri di indonesiadengan
kualitas lebih balk, maka dapat diduga
tenaga kerja Indonesia akan tersingkir.
Sehingga bukan mustahll kekhawatiran
akan terserapnya tenaga kerja Indoensia
pada level pekerja bawah (blue collar
workersjakan menjadi kenyataan. Atau,
sangat mungkin arus tenaga kerja level
bawahh ini akan terus mengalir ke luar
negeri, menjadi buruh atau pembantu rumah
tangga di negara lain. Ini jika persoalan
tenaga kerja, terutama berkaitan dengan
peningkatankualitasnya.tidaksecara lebih
cepat dltangani.

4. Masalah Ekspor
Dalam kaitan dengan liberalisasi

perdagangan, maka yang akanterjadi tidak
saja semakin luasnya pptensi pasar yang
bisa dimasuki oleh Indonesia, dan juga
terbuka luasnya pasar Indonesia bagi
produsen dari negara lain. Dengan
demikian, dalam ha! ini kembali
persoalannya adalah berkaitan dengan
daya saing, yakni sejauh mana produk
Indonesia bisaberkompetisidenganproduk
negara lain, baikdi pasardomestik maupun
pasar global. Namun kecenderungan yang
terjadi saat ini adalah kondisi yang tidak
diharapkan, yakni semakin tersendatnya
laju barang ekspor Indonesia dan
meningkatnya laju porsi impor. Akibatnya,
surplus neraca perdagangan Indonesia
(migas dan nonmigas) semakin kecil.
Namun biia dilihat lebih mikro lagi dari
struktur neraca perdagangan tersebut,
maka yang terjadi adalah meningkatnya
defisit neraca perdagangan non migas.
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Sementaraitu.jika dimasukanpulaekspor-
impor barang dan jasa, maka yang terjadi
adalah membengkakknya defisit transaksi
berjalan (current account). Data terakhir
menunjukkan dalam tahun kedua Repelita
VI ini defisit current account tersebut telah
mencapai US$ 6,9 milyar. Dilihat dari
rasionya atas PDB, perkembangan selama
tiga tahun terakhirdefisit transaksi berjalan
kian besar pula. Pada tahun 1994/1995
defisit transaksi berjalan masih 2% dari
PDB,dan ini meningkat menjadi3,3%pada
tahun 1995/1996, yang kemudian
diperkirakan meningkat lagi menjadi 4%
dari PDB Indonesia {Kompas, 28/11/1996).

Dalamtahun 1995 eksportotal Indo
nesia hanya meningkat 13,39%
dibandingkan tahun 1994, yakni naik dari
US$ 40,053 milyar menjadi US$ 45,418
milyar. Sedangkan impor meningkat dua
kali lebih cepat dari ekspor, yakni naik
27,03% atau meningkat dari US$ 31,983
milyar menjadi US$ 40,629 milyar. Dari
jumlaheksportahun 1995 tersebut, produk
migas masih memberikan kontribusi
sebanyak23,1 persen. Inimenggambarkan
bahwa kontribusi komoditi minyak dan gas
bumi dalam struktur ekspor masih cukup
besar dan signifikan. Dengan demikian,
goncangan pasaryang setiap saat mungkin
terjadi pada harga migas ini, akan sangat
berpengaruh pada neraca pembayaran
Indonesia, khususnya neraca
perdagangannya. Lebih dari itu, sampai
sekarang jenis komoditiekspor non migas
tidakterlalu beragam,sehinggagoncangan
pada satu jenis komoditi ekspor bisa
mengganggu keseimbangan pada neraca
perdagangan nasional (label. 51

Dari data pada Tabel 5 di atas,
komoditi tekstil merupakan komoditi yang
paling besar kontribusinya dalam ekspor
Indonesia. Namun demikian perlu dicatat
bahwa ekspor komoditi andalan tersebut
saat ini perkembangannya tidak sepesat
yang diharapkan. Bahkan peemerintah
telah terpaksa merevisitarget eksportekstil
dan produk tekstil ini. Hal initerjadi karena
nnilai ekspor tekstildan produktesktil (TPT)
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Tabel 5 ; Ekspor 10BesarKomodilas Andalan JanuariJuli1995 dan JanuariJuli1996 (dalam ribu
dollar AS)

Komoditas
Nilai FOB

Jan-Jull
1995

Jan-Juli
1996

Perubahan
1996thd

1995

(%).

Peranan thd
Total Ekspor
Industri 1996
(%)

1.Tekstil 3.304.395 3.530.924 6,86
2. Pengolahan Kayu 3.122.981 3.160.269 1 19
3. Elektronika 1.297.813 1.507.676 16.17
4. Kulit, Brg Kulit 1.341.307 1.386.692 3,38
5. Pengolaihan Karet 1.313.391 1.342.161 2,19
6. Besi Baia, Mesin dan Otomotif 917.153 1.243.372 35,57
7. PengolahanKelapa/Kelapasawit 801.612 977.725 2l!97
8. Pulp dan Kertas 706.141 784.486 11,09
9. Makanan/minuman 363.496 491.872 35,32
10.Peng. Emas, Perak 262.377 425.723 62I26

Logam Muiia, Perhiasan dll
Totalnilai ekspor 13.430.668 14.850.900 10,57
EksporTotallndustri 15.968.583 17.811.924 11,40
Sumber: BPS diolah Depperindag

19,82
17,74
8,46
7.79
7.54
6.98
5,49
4,40
2,76
2,39

83,38
100,00

Indonesia sejak 1993 terus mengalami
perlambatan, bahkan menurun. Target
pertumbuhan ekspor yang ditetapkan rata-
rata 15% per tahun selama Pelita VI,
diperkirakan sulit mewujud. Data
pertumbuhan ekspor TPTtahun 1993-1995
menunjukkan maslng-masing hanya nalk
1,8%, turun 6,8% dan meningkat lag)
menjadi 7,2%. Dillhat darl nilainya, tampak
bahwa ekspor tahun 1993 yang mencapai
US$ 6,050 milyar maslh lebih besar darl
ekspor 1995 yang cuma US$ 6,040 milyar.
Dengan perkembangan angka-angka in)
maka wajar jika kemudian pemerintah
merevisi target nilai ekspor komoditi yang
saat in) merupakan penyumbang devisa
terbesar darl nonmigas tersebut, yang
semula diharapkan pada akhir Pelita VI
mencapai US$ 12 milyar, direvisi menjadi
"hanya" Rp 10 milyar. Bahkan kalangan
Industri TPT sendlrl lebih pesimis lagi,
sehingga memperkirakan kemampuan
ekspor TPT tersebut hanya akan mencapai
sekitar US$ 8 milyar.

Di tengah situasi merosotnya laju
ekspor nonmigas tersebut, produk andalan
ekspor Indonesia tersebut acapkali dituduh
melakukah praktek dumping. Komoditias
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sepetri tekstil, sepatu, sepeda, misalnya
kini terus dalam penyelidikan Masyarakat
Eropa karena adanya tuduhan dumping
tersebut. Bahkan jika sebelumnya baru
sekedar tuduhan, kini untuk komoditi tekstil
tahapnya sudah pada pengenaan sangsi,
yang berarti produk tersebut dikenal pajak
masuk tambahan oleh negara pengimpor
yang menuduh dumping tersebut. Mulal
21 November 1996 Ini, ekspor kain belaco
(cottongrey) ke negara anggota Uni Eropa
dikenakan BMT (bea masuk tambahan)
yang berklsar antara 5,2% hingga 18,3%.

Sementara itu tuduhan dumping
agaknya akan mengancam pula ekspor
sebagian sepatu ke Uni Eropa tersebut.
Menurut Ketua Asprindo (AsosiasI
Persepatuan Indonesia), jika tuduhan
dumping tersebut terbuktl, maka BMTyang
dikenakan bisa mencapai 50%. Akibatnya,
potensi keuntungan yang hilang — jika ini
terbuktl — bisa mencapai US$ 1,2 milyar
atau sekitar 2,76 trilyun. Adanya sangsi
dan tuduhan dumping dari Uni Eropa ini
mempunyai akibat negatif yang tidak kecil
bagi perkembangan ekspor Indonesia. Ini
mengingat bahwa pasar Uni Eropa
merupakan pasar paling potensial untuk
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produkTPT (tekstil dan produktekstil) dan
alaskaki (footwear) bagi Indonesia.
Mlsalnya untuk untuk sepatu, sekitar 40%
pemasarannya ditujukan ke Uni Eropa.
Untuk masuk ke pasar Uni Eropa tersebut,
tanpa BMT (provisional duty) pun
sebenamya tidak mudah bagi Indonesia
untuk bersaing dengan negara produsen
lainnya. Karenanya, dapat dibayangkan
bahwa dengan adanya BMT ini akan
semakin sulit puia ekspor produk-produk
andalan tersebut ke salah satu pasar
utamanya. Daya saingnya yang menurun
akibat BMT tersebut, akan semakin
mempersempit pasar produk tersebut,
yang berarti hilangnya sebagian pasar In
donesia. Ini mengingat tingkat kompetisi
komoditi tekstil dan alas kaki di dunia yang
semakin ketat.

Beberapa ilustrasi dari kasus tekstil
di atas sekedar untuk menunjukkan bahwa
masa depan ekspor kita akan banyak
menghadapi tantangan-tantangan dalam
memasuki pasar dunia. walaupun negara
lain sudah membuka luas pasarnya bagi
produk Indonesia. Ini berkaitan dengan
ketatnya persalngan di pasar dunia
tersebut, dan adanya ketentuan-ketentuan
global yang tidak jarang sulit dipenuhi In
donesia. Misalnya saja kendati tarif bea
masuk sudah dihapuskan, banyak negara
maju yang menjadi pasar potensial Indo
nesia mengaitkan impornya dengan hak
asasi manusia, hak bunjh, ataupun dengan
aspek lingkungan hidup. Oleh karena itu,
menghadapi perkembangan ekonomi
dunia yang semakin cepat perubahannya
dan semakin ketat persalngannya,
dibutuhkan pula suatu respon yang cepat,
dan sikap untuk menyesuikan kebijakan
dengan tuntutan yang senafas dengan
persalngan bebas dan efisiensi tersebut.

5. Penutup
Demikianlah beberapa catatan yang

berkaitan dengan problematik dan
tantangan ekonomi Indonesia memasuki
abad ke-21, yang akan diwaranai dengan
keterbukaan ekonomi dunia yang semakin

UNISIA NO. 3J/XVimj996

Topik : Beberapa Problemalik Edy Suaruli Hamid

tinggi tersebut. Persalngan yang akan
semakin ketat di pasar domestik dan dunia,
akan berdampak sanat merugikan jika
antisipasi Indonesia terlambat, dan
kebijakan-kebijakan yang ada tidak
menyesualkan dengan kecenderungan
tersebut. Namun demikian, ini tidak berarti
bahwa globalisasi atau keterbukaan
ekonomi itu pasti merugikan ekonomi
Indoensia. Adanya kompetisi inijustru akan
memaksa pelaku ekonomi kita untuk
mencari bentuk-bentuk atau pola produksi
yang efisien. Dengan kata lain, alokasi
sumberdaya yang terbatas ini dapat
dilakukan lebih balk, dan lebih banyak
menghasilkan barang dan jasa yang
dibutuhkan umat manusia.

Jadi dasar pikiran yang demikian
dilandasi oleh adanya reaksi atau respons
dari para pelaku ekonomi untuk mengikuti
gerak globalisasi dengan pencarian pola-
pola produksi yang lebih efisien.
Seandainya respons tersebut sangat
terbatas, maka sulit mewujudkanterjadinya
proses pola produksi (termasuk
pemasarannya) yang semakin efisien ..
Hal seperti inilah yang tampaknya terjadi
di tanah air. Artinya, respons para pelaku
ekonomi masih sangat lamban dalam
mempersiapkan diri menuju persalngan
bebas tingkat dunia ini. Bahkan beberapa
sektor produksi, di tingkat lokal pun maslh
mendapatkan perlindungan, untuk tidak
secara bebas bersaing dengan pelaku
ekonomi domestik lainnya. Jika hal seperti
ini masih terus terjadi, dampaknya akan
membuat dayasaing ekonomi Indonesia
sangat rendah dan merugikan kepentingan
ekonomi nasional dalam jangka panjang.
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